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WALIKOT A PONTIAN \h
PROVINSTK ALINCAN T AN BARAT
REPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 520 /DISIIK/ TAMUN 2014

FTENTANG

PEMHERIAN 1ZIN PENDIRIAN
SEROLAN MENENGAI PERTAMA NEGERI 26 PONTIANAK
TAIIUN 2014

WALIKOTA PONTIANAK,

“mmbang ©oac bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses
pendidikan serta dalam rangka mewujpidbkan Wspirasg
masyvarakat tentang ketersediann dan keterfanpghkaunn

lavanan pendidikan menengah pertama vang bermutu,
relevan dan berkesetarann perlu menviapkan  wadah
pendidikan  untuk menjawab  tantangan kemajuan

zaman dan teknologi;
b, bahwa dengan  Keterbatasan ketersediaan  daya

tampung lulusan sekolah dasar di Kota Pontianak,
perlumenyediakan sarana dan prasarana pendidikan
lanjutan pada jenjang menengah pertama,

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimang
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pemberiar
lzin Pendirian Sckolah Menengah Pertama Neperi 20
Pontianak Tahun 2014, perlu ditetapkan dengan suat

Keputusan;

Pasal 18 ayat (0) Undang-Undang Dasar Nepa
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1059 ienta
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tah
1953 tentang Pembentukan  Dacrah Tingkat ||
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun |
Nomor 9) schagaimana telah diubah dengan Und:
Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembenty
Dacrah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat 1t T
dan Dacrah Tingkal Il Tabalang dengan meng
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (e
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 T
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkal

Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nom
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
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